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TENTANG 
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KOTA MATARAM  
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TAHUN 2009 



PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM  
 

NOMOR 4 TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA MATARAM, 
 

Menimbang : a. 
 

bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam 
mewujudkan peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, 
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan bertanggung jawab; 

  b. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab 
bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah serta 
masyarakat; 

  c. bahwa penyelenggaraan pendidikan yang mudah, murah, dan 
bermutu di Kota Mataram diarahkan untuk mewujudkan 
masyarakat belajar; 

 
 
 

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf  a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk  Peraturan 
Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan. 
 

Mengingat 
 
 
 

: 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3277); 

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara 
Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3531); 

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3886); 

5. Undang-Undang Nomor  26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 208, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor  4026); 

6. Undang-Undang Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  4235); 

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Nomor 4301); 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah,  (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 92, Tambahan Lembarana Negara Nomor 4310); 

 
 
 



 
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4548);  

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Tahun 2005, Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4586); 

13. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum 
Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor  4965); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan 
Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan 
Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 
tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 
90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan 
Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 
tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan 
Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Nomor 3460); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan 
Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga 
Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang 
Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 91, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3974); 

 
 
 
 
 



 
 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM 

 
dan 

 
WALIKOTA MATARAM 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

 
Menetapkan          

 
: 

 
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
PENDIDIKAN.  
 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan: 

 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah 

daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara 
persatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun1945. 

 
 
 

 
 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta 

Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3485); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4737); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan 
Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769) 

24. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang  
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 
Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah  Kota Mataram Tahun 
2008 Nomor 2 Seri D); 

25. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang  
Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 
3 Seri D); 



 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.  
3. Daerah adalah Kota Mataram. 
4. Walikota adalah Walikota Mataram. 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 

Mataram. 
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Mataram. 
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilam yang diperlukan dirinya, masyarakat, 
bangsa dan negara.  

8. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan 
potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 

9. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 
dikembangkan. 

10. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan 
suatu satuan pendidikan. 

11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri 
atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 
tinggi. 

12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.  

13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 
14. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan pada jalur formal, nonformal, dan 
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 

15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya 
pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun 
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 
pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 
dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 

16. Pendidikan Dasar adalah pendidikan umum yang lamanya 9 (sembilan) tahun, 
diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di Sekolah Dasar dan 3 (tiga) tahun di Sekolah 
Menengah Pertama atau satuan pendidikan yang sederajat. 

17. Pendidikan Menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan 
dasar. 

18. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan 
Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan 
program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak 
sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.  

19. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal yang menyelenggarakan 
program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai 
dengan 4 (empat) tahun. 

20. Taman Kanak-kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan 
program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 

21. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 
anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program 
pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. 

22. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar. 

23. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan 
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama 
Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Departemen Agama. 


